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PIMPINAN DPRD KABUPATEN BREBES
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BREBES
NOMOR 06 TAHUN 2026

TENTANG

REKOMENDASI

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES
ATAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI BREBES

TAHUN ANGGARAN 2025

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES,

Menimbang

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1)
dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 13
Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, paling
lambat 30 (tiga puluh) hari setelah LKPJ diterima,
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah harus
melakukan pembahasan LKPJ dengan
memperhatikan capaian kinerja program dan
kegiatan, dan pelaksanaan Peraturan Daerah
dan/atau Peraturan Kepala Daerah dalam
menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah,
berdasarkan hasil pembahasan LKPJ, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah memberikan
Rekomendasi sebagai bahan dalam penyusunan
perencanaan pada tahun berjalan dan tahun
berikutnya, penyusunan anggaran pada tahun
berjalan dan tahun berikutnya, dan penyusunan
Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah,

dan/atau kebijukan strategis Kepala Dacrah;



Mengingat

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 Peraturan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Brebes Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib
Dewan Pecrwakilan Rakyat Daecrah Kabupaten
Brebes, dalam melaksanakan fungsi pengawasan,
DPRD dapat memberikan Rekomendasi terhadap
Laporan Ketecrangan Pertanggungjawaban Bupati
yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi,
efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Brebes tentang Rekomendasi
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Brebes atas Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban Bupati Brebes Tahun
Anggaran 2025.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026
Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 7153);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026
tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara
Republik  Indonesia Tahun 2026 Nomor 1,



Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 7153);

Peraturan Pecmcrintah Nomor 12 Tahun 2018
tentang Pcdoman Penyusunan Tata Tertib Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten
dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 59, Tambah Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6197);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambah Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019
tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambah
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6323);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun
2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daecrah
Kabupaten Brebes Nomor 1 Tahun 2024 tentang
Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Brebes (Berita Daerah Kabupaten
Brebes Tahun 2024 Nomor 116).



Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

Tembusan:

MEMUTUSKAN

Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Brebes atas Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban Bupati Brebes Tahun Anggaran
2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan
ini.

Menyampaikan Keputusan ini kepada Bupati Brebes
untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 27 April 2026

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BREBES

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Direktur Jenderal
Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;

Ak o <

Gubernur Jawa Tengah di Semarang;

Bupati Brebes;

Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Brebes;
Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes.



